Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan Sanana Kabupaten
Kepulauan Sula, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut
dalam perkara “Cerai Gugat” antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
Pendidikan Diploma Il, alamat Jalan Xxxxxxxxxx, RT. XXXxxXxxxx, Desa
XXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxxxxxX, Kabupaten Kepulauan Sula,
sebagai “Penggugat”;
Melawan
Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa xxxxxxX, Kecamatan
xxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai “Tergugat”;
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober
2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Labuha dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh., tanggal 17 Oktober 2016,
dengn dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula berupa
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXxxxxxxxxxx, tertanggal 12 Nopember 2008;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai

suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Fogi,
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Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian pindah di rumah

orangtua Tergugat di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan
Sula sampai berpisah dan terakhir Penggugat tinggal di rumah orangtua
Penggugat di Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sampai
sekarang ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama XXxXxxxXxxxxxX , laki-laki berumur 7 tahun 10 bulan, Anak
tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan harmonis, tetapi sejak Februari 2009; antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut :
a. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
b. Bahwa selama 7 tahun Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir
maupun batin kepada Penggugat;
C. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari
dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada Agustus 2015, saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
Penggugat ingin tinggal di Desa Falabisahaya sedangkan Tergugat ingin tinggal
di Modapuhi Trans, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri ;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh keluarga
Penggugat tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat
untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat
dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasanya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di
sebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin
dari pejabat yang berwenang Nomor : XXXXXXXXXXXxxXxx tanggal 19 Oktober 2016
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga pemeriksaan atas perkara ini
dapat dilanjutkan ;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai
pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Nomor XxXxxxxxxxxxxx Tanggal 12 — 11 - 2008,

bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata

cocok, diberi kode (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat

Nomor: Xxxxxxxxxxx tertanggal 20-03-2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi
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Maluku Utara Kabupaten Kepulauan Sula, bermeterai cukup dan telah

dinazzegelen, , diberi kode (P.2);
B. Saksi:
1. XXXXXXXXXXX , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan guru,
bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxX, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten
Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada
tahun 2008 ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri
dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XxxXxxXxxxx berumur
sekitar 7 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan
baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan peretengkaran dan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar kabar dari orang lain bahwa saat ini Tergugat
telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
bersama kurang lebih sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk
dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan XxXXxxX,
bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten
Kepulauan Sula, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
adik ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada
tahun 2008 ;
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- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri

dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxx berumur
sekitar 7 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan
baik-baik saja, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan peretengkaran dan Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa saksi mendengar kabar dari orang lain bahwa saat ini Tergugat
telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat ;

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
bersama kurang lebih sudah berjalan 7 (tujuh) tahun dan Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk
dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon
dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam
persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat
dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai
Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat yang telah mengajukan percerainnya ke Pengadilan
Agama telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat
adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal
10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal
17 April 1984 ;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu
untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat
dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta
asas audi et alteram partem, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan
alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Penggugat dan
Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum lIslam), dengan demikian,
berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini
merupakan bidang tugas dan wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana alamat Penggugat dalam surat gugatan dan
dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.2 dimana alamat Penggugat tersebut
merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan
gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk
mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir
di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan oleh karena Tergugat
tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya
damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1
Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum
Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal
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menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di
persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan
tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai
maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis
menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh
hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa
Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-
alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat tidak memberikan
nafkah, dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama
sudah berjalan kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk meneguhkan alasan-alasan
gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya
saling mendukung dan bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sehingga
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah disumpah sesuai
dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal
1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut
mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan 2 saksi
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
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- Bahwa pada tanggal 25 September 2008 telah terjadi pernikahan antara

Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang
bernama xxxxxxxx, laki-laki berumur 7 tahun 10 bulan, Anak tersebut saat ini ikut
bersama Penggugat ;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-
baik saja, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
bersama kurang lebih selama 7 (tuujuh) tahun;

- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk
rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta
hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 25 September 2008 dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, dan
antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang
bernama xxxxxxxxxxx , laki-laki berumur 7 tahun 10 bulan, Anak tersebut saat ini
ikut bersama Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus ;

- Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
bersama kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun ;

- Bahwa para saksi telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk
rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis
hakim menilai terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki
perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat
bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian
rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
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rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ( 2 ) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak
dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari dan
doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang
terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

aslla Lolll wle slb lezs ) azo )l ad, posa il Ols
Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya
maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau
memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf
(a) s/d (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) s/d (h)
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat
Penggugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai
dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain
antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keduanya telah
berpisah tempat tinggal bersama yang hingga putusan ini dijatuhkan telah berjalan
kurang lebih 7 (tujuh) tahun, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga
tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah
tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-
Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan
yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan
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perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa

depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba’da dukhul ) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah
talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) dan (c) Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra,
yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas
suaminya meskipun dalam idah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka
Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-
undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di

persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXX);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang
mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat
dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu;
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5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Sardianto, S.Hl,
M.HI. sebagai Ketua Majelis serta Muna Kabir, S.HI dan Abdul Rahman, S.HI.
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim
Anggota tersebut dan dibantu Aminuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI. M.HI.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muna Kabir, S.HI Abdul Rahman, S.HI.
Panitera Pengganti,

Aminuddin
Perincian Biaya:
1. 1 BiayaPendaftaran : Rp. 30.000,-
2. 2 Biaya Proses . Rp. 50.000,-
3. 3 Biaya Panggilan . Rp. 120.000,-
4. 4 Biaya Redaksi . Rp. 5.000,-
5. 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 211.000,-
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